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Revisi UU Larangan Praktik Monopoli

Persaingan Ritel Waralaba Rugikan Pedagang Kecll

SENAYAN masih menggodok
Revisi Undang-Undang (UL
Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Menopoli dan
Persaingan [saha Tidak Sehat,
Beleid ini nantinya mengatur lebih
detail toko nitel waralaha.
Anggota Komisi V1 DPR Su-
bardi mengatakan, maraknya toko
rite] waralaba saat ini merugkan
toko-toko kecil. Sehingga, di-
perlukan pengaturan persaingan
wsaha vang adil agar tidak terjadi
manopoll. Sebab i masuk kate-
gort persaingan yang tidak sehat.
"Dari dua menjadi lima toko
di dalam satu keeamatan, mung-
kin semuanya atau sehagian itu
waralaba. Jadi pengusaha keeil
rugl," kata Subardi di Gedung
DPR, Jakarta, Jumat (711/2025),
Untuk itu, Subardi meminta ada
pengaturan vang jelas dalam revisi
Undang-lindang Nomar 3 tahun
1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan saha
Tidak Sehat. Sehingga, tidak hanya
menopoli yang menjadi fokus, tapi
Juga prakik persaingan usaha yang
tidak sehat. “ltu harus ada dan ma-
stk dalam konteks muatan undang
=undang, "tandas politikus Nasdem.
Kementerian Perdagangan
{Kemendag), kata Subardi, sehe-
narnya sudah pernah mengatur
keberadaan wko ritel waralaba,
terutama dari sisi rasio dan kuota,
lsimva, waralaba di satu wilavah
atau satu kecamatan, didasarkan
atas jumlah penduduk atau Kepala
Keluarga (KK). Sehingga terjadi

satu persaingan yang sehat, "Tapi
implementasinya belum berjalan
dengan batk," kntiknya
Subardi mencontohkan, di
salah satu kabupaten di Provinsi
Yogyvakarta, hanya memper-
bolehkan dua toko ritel waralaha
dalam satu kecamatan. Tapi dene
gan adanya sistem Online Single
Submission (0SS), kewenangan
Pemerintah Daerah (Pemda)
menjadi terlepas. “Dengan ada-
nya 088, (waralaba) ity hisa
langsung didirkan," warnya,
Dengan itu, kata dia, di satu
kecamatan dari sebelumnya
ada dua operator menjadi lima
operator dan intjelas merugikan
usaha keeil. "Bagaimana ini hisa
menciptakan iklim usaha yang
berkeadilan," kata dia.
Anggota Komisi VI DPR
Christiany Eugenia Paruntu me-
nambahkar, revisi UL Nomer 5
Tahun 1999 merupakan momen-
tum penting untuk memperkuat
sinkronisast kebijakan dan regu-
last dalam mewwudkan tklim
usaha yvang sehat, transparan, dan
berkeadilan. "Pembahasan ini
krusial guna memastikan struktur
pisar dalam negert tetap kompeti-
uf serta meminimalisir potensi
prakitk monopoli vang merugikan
pelaku usaha lainnya,” ujamya.
Christiany menekankan ur-
gensi pembaharuan regulasi agar
relevan menghadapi dinamika
ckonomi digital dan tantangan
globalisasi yang semakin kom-
pleks. "Revisi mi bukan sekadar

Subardi

penguatan aspek hukum, tapt
untuk memastikan keadilan
hisa dirasakan seluruh pelaku
usaha, biesar, menengah, maupun
keetl,” ujar politikus Golkar ini

Sementara, Ketua Komisi
Pengawas Persaingan Usaha
(KPPUYM Fanshurullah Asa me-
negaskan pentingnya perubahan
ketizga LIl Nomor 3 Tahun 1999
tentang Larangan Prakiik Mono-
poli dan Persaingan 1/saba Tidak
Sehat. Pembaruan regulast ini

menjadi langkah strategis untuk
menjawah tantangan baru di era
ckonomi digital.

"UL tersebut berguna dalam
mencegah dan menangani feno-
mena kolusialgoritma, yakni per-
sekongkalan untuk memonopolt
pasar digital,” ujar Ifan sapaan
akrabnya, Jumat (7/11/2023).

Ifanmenjelaskan, revisi UL Now
mor 3 Tahun 1999 sangat penting
agar Indonesia memiliki landasan
hukum yang mampu menyesiai-
kan din dengan perkembangan
teknologt dan model bisnis mo-
dern, Bentuk«bentuk dominasi
pasar baru, seperti penyalahgu-
naan data pengguna, diskriminasi
algorimik, dan prakiik predatory
pricing berhasis kecerdasan buat-
an (AL, tidak lagi bisa dijangkau
dengan instrumen hukum lama.

"Tanpa reformasi hukum yang
adaptif, potensi penyalahgunaan
data dan alzoritma dapat menim-
bulkan ketimpangan pasar, menge
hambat inovasi, dan mengunct
konsumen dalam ekosistem digi-
tal yang monopolistik." kata lfan.

Selain itu, Ifan mendorong
penguatan sistem pembuktian
dalam perkara persainzan usaha
melalui pengakuan terhadap
bukti tidak langsung berupa data
ekonomi dan komunikasi digital.
Langkah tersebut penting untuk
menyesuaikan penegakan hus
kum dengan karakteristik kasus
di pasar digital vang sering kali
bersifat nonkonvensional.

"Kolust algoritma kini dapat
terjadi tanpa kesepakatan eks-
plisit antarpelaku usaha ketika
sistem harga otomatis saling me-
nyesuatkan melalui pemantauan
algoritmik," jelas Ifan,

Ifan menambabkan, amande-
men ULl tersebut tidak hanya
soal regulasi, tetapi juga arah
besar kebijakan ekonomi na-
stonal. Pertumbuhan ekonomi
maodern tidak bisa lagi hanya
mengandatkan akumulasi modal
dan tenaga kerja. “Llava saing
bangsa ditentukan oleh kemam-
puan berinovasi dalam sistem
ckonoml yang kompetitif dan
terbuka,” pungkasnva, BTIF
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